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Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah korupsi atas keuangan negara yang masih tinggi
meskipun upaya perbaikan sistem laporan keuangan yang berkualitas sudah diterapkan. Di sisi lain, dengan
sistem desentralisasi dan pemilihan langsung atas lembaga legislatif dan eksekutif pemerintahan, divided
government akan mendorong terjadinya proses checks and balances yang juga dapat mengurangi korupsi.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran sistem pelaporan keuangan sebagai bentuk dari good
governance dan peran divided government terhadap korupsi. Dengan tidak menggunakan variabel korupsi
yang berupa persepsi karena bersifat subjektif dan cenderung bias, studi ini menggunakan data korupsi yang
bersifat inkracht sehingga dapat menggambarkan kasus korupsi yang sebenarnya terjadi.

Hasil studi menunjukkan bahwa good governance dengan indikator opini BPK yang diperoleh pemerintah
kabupaten/kota belum bersifat substantif menggambarkan penggunaan keuangan negara. Akibatnya korupsi
masih tetap terjadi pada wilayah yang sudah memperoleh opini terbaik. Sedangkan divided government
yang seharusnya mendorong adanya checks and balances justru memunculkan ruang untuk negosiasi dan
membuat peluang terjadinya korupsi semakin besar. Terlepas dari hal itu, upaya pemberantasan korupsi
pada era pertama presiden Jokowi lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Indonesia still faces the problem of corruption in the country's finances which are still high even though
efforts to improve the quality of the financial report system have been implemented. Furthermore, with a
decentralized and direct election system of the legidlative and executive institutions, divided government
will encourage the process of checks and balances which can reduce corruption. This study amsto
investigate the role of financial reporting systems as a representation of good governance and the role of
divided government against corruption. Instead of using corruption perception variables which are
subjective and susceptible to be biased, this study uses inkracht corruption data that can describe corruption
cases that actually occur.

The results of the study show that good governance approached by Audit Board of the Republic of Indonesia
(Badan Pemeriksa Keuangan - BPK) opinion indicators obtained by district/city governments have not been
substantively describing the use of state finances. As aresult, corruption still occursin the regions even for
those which have obtained the best opinion. Whereas divided government, which should encourage checks
and balances, promotes situations for negotiations and makes the chances of corruption occurring even
greater. Despite on that fact, efforts to eradicate corruption in President Jokowi's first era were better than
the previous government.
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